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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

      NOMOR 12 TAHUN 2021     4 TAHUN 2017 TA 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

MELALUI PENYEDIA 

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat 

(1) huruf e dan huruf g sampai dengan o Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

  b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian 

atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa melalui Penyedia; 
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Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan 

utama; 

b. Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai 

dengan persyaratan peralatan, maka dokumen metode pelaksanaan 

peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan; 

c. Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan 

spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali 

terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau 

spesifikasi/volume pekerjaan. 

Persyaratan pemilihan peralatan utama harus memperhatikan: 

a. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan: 

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 

disyaratkan paling banyak 6 (enam) jenis peralatan utama yang 

dikompetisikan; dan 

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling 

banyak 10 (sepuluh) jenis peralatan utama yang dikompetisikan; 

b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan: 

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling 

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), 

disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama; dan 

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan paling 

banyak 3 (tiga) unit peralatan utama. 

Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:  

a. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang 

berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti 

tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi; 

b. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang 

berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak 

menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi; 
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c. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, 

BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, 

atau bukti kepemilikan lainnya; 

d. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat 

perjanjian sewa beli, invois uang muka, kuitansi uang muka, 

angsuran, atau bukti sewa beli lainnya; 

e. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa 

beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa 

berupa: 

1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, 

BPKB, invois, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual 

beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau 

2) Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa: 

a) surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; 

b) surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa; 

c) surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau 

d) bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya 

pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi 

sewa; 

f. Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh 

peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, 

tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.  

Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan: 

a. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan: 

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), manajer teknis 

disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan 

2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), manajer teknis 

disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel; 

b. Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 

(satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT);  

c. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi 

kerja;  
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d. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli 

K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi 

hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi 

atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan;  

e. Persyaratan pengalaman untuk Petugas Keselamatan 

Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi:  

1) Risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas  

Keselamatan Konstruksi tanpa syarat pengalaman;  

2) Risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan:  

a) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi 

dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau  

b) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan 

Konstruksi tanpa syarat pengalaman;  

3) Risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:  

a) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan 

Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau  

b) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Utama Keselamatan tanpa 

syarat pengalaman; dan  

4) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 

angka 1), angka 2), dan angka 3) berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

f. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain Petugas 

Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan 

Konstruksi memperhatikan ketentuan: 

1) Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil 

dengan nilai HPS sampai dengan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), pengalaman 

yang disyaratkan paling lama 2 (dua) tahun. 
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PEMERINTAH KOTA BIMA

BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA

Jalan Soekarno - Hatta Kota Bima, email : lpbjsetdakobi2019@gmail.com

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran : -

Perihal : JAWABAN SANGGAH

di-

Tempat

A.

1. Pokja Pemilihan memberikan penilaian terhadap: 

1. semua penawaran teknis yang disampaikan (upload) oleh peserta dalam SPSE berdasarkan Instruksi Kepada Peserta

(IKP)  poin 27.8 

2. pemaparan proposal teknis yang dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah dipersyaratkan, berdasarkan

Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 27.8 huruf c tentang Pokja melakukan klarifikasi proposal teknis dalam bentuk

pemaparan/presentasi oleh peserta tender

3. Klarifikasi terhadap penawaran teknis yang dianggap masih meragukan  

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan RSUD Kota Bima

 001/011/BA-SGH/Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan RSUD Kota Bima

/III/2025

Kuasa KSO PT. Nindya 

Karya (Persero) KSO PT. 

Griksa Cipta

Berdasarkan surat sanggahan dari PT. Nindya Karya (Persero) KSO PT. Griksa Cipta dengan nomor: 005/KSO-NG/III/2025,

Tanggal 24 Maret 2025 Perihal sanggahan atas hasil lelang tender pembangunan RSUD Kota Bima dalam Rangka

Peningkatan Kelas RS Dalam Mendukung Layanan KJSU (DAK), Maka kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Dari penjelasan diatas, Pokja Pemilihan meminta kepada PT. Nindya Karya (Persero) KSO PT. Griksa Cipta untuk

menghadirkan personel yang ditawarkan agar wajib hadir pada saat klarifikasi personel sesuai dengan undangan yang

disampaikan pada tanggal 17 Maret 2025. Namun pada saat pelaksanaan klarifikasi personel, terdapat beberapa

personel yang tidak hadir pada saat klarifikasi dan dapat dibuktikan dengan Daftar Hadir Klarifikasi Personel dan

Foto Dokumentasi yang dimiliki Pokja Pemilihan. Pada saat klarifikasi personel PT. Nindya Karya (Persero) KSO PT.

Griksa Cipta tidak memberikan surat dukungan yang menjelaskan ketidakhadiran personil tersebut, sehingga Pokja

Pemilihan menggangap PT. Nindya Karya (Persero) KSO PT. Griksa Cipta tidak memberikan tanggapan atas 

permintaan Pokja Pemilihan atas Klarifikasi Teknis Personel

Berdasarkan Instruksi Kepada Peserta poin 27.8 Tentang Evaluasi teknis huruf f, g dan h menjelaskan bahwa:

f. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan

klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran;

g. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas

permintaan klarifikasi, maka nilai penawaran teknis sama dengan 0 (nol);

h. Hasil klarifikasi dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran;

Berdasarkan Instruksi Kepada Peserta poin 27.6 Tentang Evaluasi Penawaran File I

f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;

g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan

bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang

terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:

1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam;

2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3)proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

4)apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.

Adapun Jawaban Pokja Pemilihan sebagai berikut:



2.

3.

4.

5. Dikarenakan Metode Pengadaan Pembangunan RSUD Kota Bima Dalam Rangka Peningkatan Kelas RS Dalam

Mendukung Layanan KJSU (DAK) adalah sistem nilai maka pemenang dari tender adalah hasil gabungan antara

penilaian teknis dan harga

Berdasarkan uraian jawaban sanggah diatas, maka sanggahan PT. Nindya Karya (Persero) KSO PT. Griksa Cipta DITOLAK.

Hormat Kami,

ttd.

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan RSUD Kota Bima

Pokja Pemilihan telah melakukan koreksi nilai untuk masing-masing peserta sebanyak 0,6 dikarenakan adanya

kesalahan penentuan kriteria penilaian personil

Pokja Pemilihan melakukan penilaian pengalaman personel berdasarkan riwayat pengalaman kerja atau Daftar

Riwayat Hidup Personel 

Didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia menjelaskan tentang Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS

diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan paling banyak 3 (tiga) unit peralatan utama.

bukan menjelaskan tentang persyaratan minimal peralatan utama pekerjaan konstruksi rancang bangun. untuk

diketahui oleh peserta regulasi yang dijadikan rujukan adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun

2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia 

Didalam Dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) Bab

Instruksi Kepada Peserta huruf C tentang penyiapan dokumen penawaran point 17. 4 menyatakan bahwa:

Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam LDP dengan

ketentuan:

a.Peralatan utama:

1) Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhan untuk

melaksanakan pekerjaan utama

(major item);

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada jumlah persyaratan minimal terhadap kebutuhan peralatan

utama sehingga persyaratan kebutuhan peralatan utama yang termuat dalam LDP berdasarkan Dokumen Ketentuan

PPK.

Didalam Instruksi Kepada Peserta Poin 17.4 huruf b tentang personel yang disyaratkan angka 4) menjelaskan bahwa

Untuk personel manajerial meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan

Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

Personel manajerial sebagaimana dimaksud pada angka 4): risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan:

(a) Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

(b) Ahli Utama K3 Konstruksi tanpa syarat pengalaman.

Dari penjelasan diatas hanya menjelaskan batasan pengalaman personel K3 untuk personel inti manajerial namun

tidak menjelaskan tentang personel K3 untuk personel inti perancang. Dikarenakan tidak ada ketentuan tentang

batasan pengalaman minimal personel inti perancang pada dokumen tender yang merupakan lampiran bagian tidak

terpisahkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan

atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia maka Pokja Pemilihan mengacu pada Dokumen Ketentuan PPK 
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